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ABSTRAK 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ditambah kurangnya pengawasan yang 

jelas dari aparat pemerintah tentang bahaya membuang sampah sembarangan yang dapat membuat 

lingkungan tercemar, minim sosialisasi dengan masyarakat tentang cara mengelola sampah yang baik, sarana 

dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang belum lengkap yang pada akhirnya masyarakat sesuka hati 

membuang sampah di hutan maupun dijalanan. 

Penelitian ini memberikan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan 

pengelolaan dan faktor penghambat serta factor pendukung. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan dataanya dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. 

Adapun untuk sumber data tersebut diambil melalui penarikan secara purposive sampling berjumlah 12 

orang. . 

 Hasil penelitian bahwa implementasi belum berjalan dengan baik, adapun indikator yang belum 

berjalan dengan baik antara lain: Pertama, kejelasan standar dan sasaran kebijakan. Kedua, ukuran standar 

dan sasaran kebijakan. Ketiga, sumber daya non manusia. Keempat, keterlibatan organisasi informal. 

Kelima, dukungan kondisi sosial. Keenam, dukungan kondisi ekonomi. Ketujuh, dukungan kondisi politik. 

Sedangkan indikator yang berjalan dengan baik antara lain: Pertama, sumber daya manusia. Kedua, 

keterlibatan organisasi formal. Ketiga, tanggapan pelaksana kebijakan yang cukup baik. Keempat, tingkan 

komitmen pelaksana kebijakan yang cukup baik. Kelima, dukungan instansi lain yang cukup baik. Keenam, 

tingkat koordinasi dengan instansi lain yang cukup baik. Faktor-faktor penghambatnya yaitu informasi yang 

diberikan mengenai standar dan sasaran kebijakan serta ukuran dan standar sasaran kebijakan belum 

disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat, kesadaran masyarakat yang masih minim, kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa. Adapun faktor-faktor pendorongnya yakni sumber 

daya yang mencukupi untuk ukuran Desa Kandris serta kemudahan bagi masyarakat karena sampah yang 

akan dibuang ke TPS akan dijemput dari rumah ke rumah masyarkat yang ikut serta dalam pembuang 

sampah dengan di fasilitasi desa menggunakan kendaraan roda 3. Selain itu terjalinnnya keterlibatan 

organisasi formal yang baik antara dinas terkait, kecamatan dan pemerintah desa dan menciptakan tanggapan 

pelaksana kebijakan yang cukup baik disertai komitmen para pelaksana yang cukup baik yang menghasilkan 

tingkat koordinasi yang cukup baik. 

   

 

Kata Kunci:. Implementasi, Pengelolaan Sampah, Kebijakan.  

ABSTRACT 

Lack of public awareness in waste management plus the lack of clear supervision from government 

officials about the dangers of littering which can pollute the environment, lack of socialization to the 

community on how to facilities and infrastructure in waste management that are not complete which in the 

end people throw garbage in the forest or on the streets at will. This study aims to find out how the 

implementation of waste management policies in Kandris Village, Benua Lima District, East Barito Regency 

and the inhibiting and driving factors of the implementation of waste management policies in Kandris 

Village, Benua Lima District, East Barito Regency. 
Study aims to with find out how is the implementation of waste management policies in Kandris 

Village, Benua Lima District, East Barito Regency and the inhibiting and driving factors. This research is 

uses a qualitative in approach with a descriptive type. The data collection techniques used are interviews, 

observations, and documentation. The data source was taken through purposive sampling of 12 people.  

The results of this study show that the implementation has not gone well, the indicators that have not 

gone well include: First, the clarity of standards and policy objectives. Second, the standard size and policy 
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objectives. Third, non-human resources. Fourth, the involvement of informal organizations. Fifth, support for 

social conditions. Sixth, support for economic conditions. Seventh, support for political conditions. 

Meanwhile, indicators that are running well include: First, human resources. Second, the involvement of 

formal organizations. Third, the response of policy implementers is quite good. Fourth, increase the 

commitment of policy implementers who are quite good. Fifth, the support of other agencies is quite good. 

Sixth, the level of coordination with other agencies is quite good. The inhibiting factors are the information 

provided regarding policy standards and objectives as well as the size and standards of policy objectives 

have not been clearly socialized to the community, public awareness is still minimal, lack of community 

participation in waste management in villages. The driving factors are sufficient resources for the size of 

Kandris Village and convenience for the community by the village using 3-wheeled vehicles. In addition, the 

establishment of good formal organizational involvement between relevant agencies, sub-districts and village 

governments and creating a fairly good policy implementation response accompanied by a good enough 

commitment of the implementers which results in a fairly good level of coordination. 

 

Keywords:. Implementation, Waste Management, Policy. 

 

PENDAHULUAN 

Permasalahan sampah menjadi isu penting yang terjadi seiring dengan perkembangan dan 

aktivitas pembangunan yang terus meningkat. Permsalahan ini sudah menjadi permasalahan 

nasional yang mengharuskan pengelolaannya dapat dilakukan dengan pendekatan yang  

menyeluruh. Pemerintah melalui Undang-Undang No. Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

telah menggunakan kewenangannya memberikan landasan hukum dan kejelasan tanggung jawab 

guna mengurangi permasalahan sampah di Indonesia (Sabarno, 2021).  

Pengelolaan sampah perlu dikelola dengan benar agar kedepannya membawa banyak 

manfaat bagi masyarakat, sehat masyarakatnya, bersih dan terawat lingkungannya, serta aman 

karena kebersihan lingkungan masyarakatnya. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk di Desa 

Kandris terus mengalami peningkatan yang juga mempengaruhi produksi timbulan sampah. Adanya 

Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 pasal 3 tentang dari 

Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan suatu lingkungan yang bersih dan 

sehat, meningkatkan kesadaran dan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan.  

Terdapat 3 alasan yang mempengaruhi timbulnya sampah, yakni tingkat konsumsi, 

pendapatan dan kepadatan penduduk. Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai sampah, 

pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 

tentang pengelolaan sampah dengan tujuan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di 

lapangan. Kebijakan ini, setelah dirumuskan dan diimplementasikan, dibuat untuk dapat mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Dengan hal itu. Taufiqurokhman dalam Sabarno (2021) tentang studi 

kebijakan publik memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, 

politik, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan menjadi 

sangat kompleks dan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak, serta 

bagaimana pemerintah mengendalikan masalah yang muncul karena kebijakan tersebut, serta 

mendapatkan respons positif dan dukungan dari masyarakat, semuanya menjadi sangat penting. 

Selain itu, masih terjadi kebiasaan masyarakat membuang  sampah dengan sembarangan, 

seperti di saluran air, pinggir jalan, dan di depan rumah, meskipun sudah ada larangan sesuai pasal 

52 dalam peraturan daerah yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang: (membuang sampah 

disembarang tempat atau pembuangan-pembuangan pada tempat lain selain yang telah ditentukan 

dan disediakan) (Sabarno, 2021). Oleh karena itu, sosialisasi diperlukan agar masyarakat 

memahami dengan baik dan benar prosedur pengelolaan sampah. 
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Dari data yang peneliti peroleh menunjukkan jumlah sampah yang berada di Kabupaten 

Barito Timur sebanyak 16,849. 28 ton/tahun. Kemudian, sampah yang berada di Kecamatan Benua 

Lima berjumlah 420. 8085 ton/tahun. Sedangkan, jumlah sampah yang ada pada Desa Kandris 

berjumlah 405.223 ton/tahun. 

 

METODE 

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu dengan data 

atau informasi dalam penelitian kemudian diinterprestasikan dan disajikan dalam bentuk uraian-

uraian ataupun kesimpulam berdasarkan teori-teori, konsep-konsep maupun logika yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan semua itu dapat terjawab terhadap semua 

rumusan masalah dalam penelitian.  

Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti memilih 10 informan untuk dijadikan 

sebagai sumber data peneliti. Tenik pengumpulannya melalui wawancara, observasi, dan 

pengumpulan dokumen, juga dokumentasi. Dan Kondensasi data, menampilkan data, serta 

membuat kesimpulan, dan memverifikasinya adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi data yang didapatkan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014). Uji Kredibilitas 

penelitian diperiksa dengan menggunakan bahan referensi, melakukan member check, menganalisis 

kejadian negatif, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan memperpanjang atau memperluas 

pengamatan (Sugiyono, 2023). 

 

PEMBAHASAN 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

a. Standar Kebijakan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan 

pengelolaan sampah di Desa Kandris belum baik diketahui secara jelas oleh masyarakat di Desa 

Kandris dikarenakan tidak adanya sosialisasi secara khusus untuk mendapatkan tentang standar dan 

sasaran kebijakan pengelolaan sampah secara rinci. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2023: 

133-136), menjelaskan ada enam variabel implementasi. Dari variabel standar dan sasaran 

kebijakan indikatornya yakni tentang kejelasan standar dan sasaran kebijakan yang harus jelas, agar 

tidak terjadinya konflik.  

 

b. Sasaran Kebijakan 

 Dari hasil penelitian tentang sasaran kebijakan dapat disimpulkan bahwa ukuran dan standar 

kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris belum baik, karena masih banyaknya masyarakat 

yang tidak mengetahui secara baik dan jelas, ukuran standar dan sasaran kebijakam pengelolaan 

sampah tersebut, justru yang lebih mengetahui adalah mereka yang memili jabatan maupun 

kewenangan terhadap hal tersebut, baik dari DLH maupun Kepala Desa. Karena itu, tentunya tidak 

sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2023: 133-136), yang 

menjelaskan ada enam variabel implementasi, variabel standar dan dari sasaran kebijakan 

indikatornya ialah kejelasan ukuran dan standar kebijakan yang menyangkut keberhasilan suatu 

implementasi, jika dari hal tersebut tidak ada kejelasan ukuran pengelolaan sampah akan 

menyebabkan terjadinya konflik antara pelaksana kebijakan. 
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2.  Sumber Daya 

a. Sumber Daya Manusia 

 Dari Sumber daya manusia sudah baik, sebagian masyarakat di Desa Kandris turut serta 

mendukung pengelolaan sampah di Desa Kandris. Masyarakat juga tidak perlu repot-repot 

mengantar sampah cukup mengantongi sampah yang akan diangkut di depan rumah. Kemudian, 

dari petugas kebersihan akan menjemput sampah dari rumah ke rumah. Dengan hal ini, kedepannya 

akan menggiatkan dan meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat Desa Kandris agar tidak lagi 

membuang sampah sembarangan. Tentunya ini sudah sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van 

Horn dalam Agustino (2023: 133-136) yang menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah 

satunya yaitu sumber daya.  

b. Sumber Daya Non Manusia 

Desa Kandris belum baik dari segi sarana dan prasarana ataunpun finansialnya belum cukup 

atau memadai, maka untuk kebijakan pengelolaan sampah belum bisa dijalankan Tentunya tidak 

sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) menjelaskan 

bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah sumber daya non manusia. Sumber daya 

non manusia menyangkut sarana dan prasarana, finansial, dan sebagainya sehingga jika belum 

lengkap maka akan menghambat jalannya suatu implementasi kebijakan pengelolaan sampah. 

 

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

a. Keterlibatan Organisasi  Formal 

Keterlibatan organisasi formal baik dari dinas terkait maupun dari pemerintah Desa Kandris 

sudah cukup bagus, maka kebijakan pengelolaan sampah hampir bisa dijalankan. Sudah sesuai 

dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang menjelaskan ada 6 

variabel implementasi, salah satunya adalah karakteristik agen pelaksana yang berindikator 

keterlibatan organisasi formal. Hal ini menyangkut keterlibatan dengan dinas terkait ataupun 

organisasi tersebut, apabila pihak tersebut sudah terlibat maka jalannya suatu implementasi 

kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris bisa dijalankan dengan bertahap sedikit demi 

sedikit. 

b. Keterlibatan Organisasi Informal 

Keterlibatan organisasi informal di Desa Kandris untuk pelaksanaan keterlibatannya masih 

kurang sebab, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang enggan membayar iuran ketika 

mengangkut sampah dan kurang mendukung kegiatan ini lebih memilih membuang sampah ke 

hutan, lahan warga, ataupun belakang rumah dengan sesuka hati. Ini tidak sesuai dengan teori Van 

Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang menjelaskan bahwa ada 6 variabel 

implementasi, salah satunya adalah karakteristik agen pelaksana yang berindikator keterlibatan 

organisasi informal. Hal ini menyangkut keterlibatan oleh masyarakat di Desa Kandris belum dapat 

terlaksana dengan baik. 

 

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana 

1. Tanggapan Pelaksana Kebijakan 

Dari tanggapan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah tersebut turut mendukung strategi 

dan kebijakan pengelolaan sampah, namun dalam hal tanggapan terhadap pelaksanaan pengelolaan 
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sampah secara menyeluruh memang belum bisa dikatakan dengan baik karena keterbatasan dana 

yang mempengaruhi pengadaan dari segi sarana dan prasarana. 

Sudah sesuai teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) 

menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah Sikap a (disposition) para 

pelaksana yang berindikator tanggapan pelaksana kebijakan dikarenakan perlu adanya respon dari 

implementor terhadap kebijakan pengelolaan sampah. 

2. Tingkat Komitmen Pelaksana Terhadap Kebijakan 

Para pelaksana dari kebijakan sudah mempunyai komitmen yang cukup bagus dalam 

menjalankan kebijakan dari pengelolaan sampah meskipun masih ada kurang dari segi fasilitas 

kelengkapan sarana dan prasarana, namun dengan adanya komitmen tersebut tujuan yang ingin 

dicapai dari kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Desa Kandris dapat tercapai satu per satu. 

Sudah sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) 

yang menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah sikap ataupun 

kecenderungan (disposition) dari para pelaksana yang berindikator tingkat komitmen pelaksana 

terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah di Desa Kandris. 

 

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana 

1. Dukungan Instansi Lain 

Dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris mulai 

mendapat dukungan dari instansi lain walaupun masih tergolong minim. Harapannya sedikit-demi 

sedikit memudahkan proses dari implementasi kebijakan dan juga strategi pengelolaan sampah. Ini 

sudah sesuai dengan teori menuut  Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang 

juga menjelaskan bahwa ada 6 variabel implementasi, salah satunya adalah yang berindikator 

Dukungan instansi lain demi tercapainya keberhasilan tujuan yang diinginkan. 

2. Koordinasi Dengan Instansi Lain 

Koordinasi yang dijalani dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi 

pengelolaan sampah sudah cukup optimal. Ini sudah sesuai dengan dari teori Van Meter dan Van 

Horn dalam Agustio (2023:133-136) yang menjelaskan ada 6 variabel implementasi, salah satunya 

Pelaksana yang berindikator tingkat koordinasi instansi lain karena menyangkut kelancaran 

jalannya suatu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Kandris. 

 

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik 

1. Kondisi Sosial 

Dukungan kondisi sosial masyarakat Desa Kandris masih  kurang baik mendukung 

pengelolaan sampah, meskipun sebagian masyarakat masih ada yang tidak ikut kegiatan ini 

harapannya masyarakat yang tidak ikut lama kelamaan akan  termotivasi untuk ikut dalam 

pengangkutan sampah yang dikelola tersebut. In tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van 

Horn dalam Agustino (2023:133-136) yang menjelaskan ada 6 variabel implementasi, salah satunya 

dari indikator kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan atau implementasi kebijakan 

dan strategi pengelolaan sampah. 
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2. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi masih belum optimal berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya 

kesadaran masyarakat dan juga kurangnya partisipasi masyarakat yang turut mendukung kegiatan 

pengelolaan sampah yang ada di desa ini. Meskipun, masyarakatnya tergolong banyak yang 

mampu, sebagian masyarakat juga tidak berinisiatif untuk memiliki tempah sampah sendiri sebab 

sudah menjadi kebiasaan membuang sampah ke hutan. Dengan ini tentunya belum mendukung 

kelancaran pengelolaan sampah di Desa Kandris.  

Ini tidak sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2023:133-

136) yang menjelaskan ada 6 variabel implementasi, salah satunya yaitu dari indikator kondisi 

ekonomi mempengaruhi terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan. Karena dengan 

perekonomian yang baik maka akan lebih memudahkan bagi pihak pelaksana untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut. 

3. Kondisi Politik  

Dukungan politik pengelolaan sampah di Desa Kandris belum baik dan masih minim, 

bahkan banyak masyarakat yang belum mengetahuinya secara jelas karena masyarakat beranggapan 

bahwa dukungan tersebut harus berbentuk dalam wujud benda yang nyata bukan dari peraturan 

yang dikeluarkan dan tidak secara jelas disampaikan kepada masyarakat, padahal dari pemerintah 

sudah memberikan dari segi dukungan dan anggaran, tetapi terkadang hal itu belum bisa 

diakomodir dengan baik dan terealisasiakan dengan baik disebabkan ada keperluan lain yang lebih 

dibutuhkan masyarakat. Tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 

(2023:133-136) yang menjelaskan ada 6 variabel implementasi, salah satunya dari indikator kondisi 

politik mempengaruhi terhadap implementasi suatu kebijakan. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Faktor 

Penghambat 

a. Kejelasan Standar dan Sasaran Kebijakan 

Pada pelaksanaanya masih kurang karena minimnya informasi yang didapat dari 

masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai standar dan sasaran kebijakan 

pengelolaan sampah secara spesifik, masyarakat hanya mengetahui perihal pengelolaan sampah 

secara mendasar. 

Berdasarkan hasil observasi penyebeb ketidaktahuan masyarakat mengenai standar dan 

sasaran kebijakan pengelolaan sampah ialah informasi yang didapat masyarakat dari desa terbatas 

karena kurangnya informasi melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat yang menimbulkan 

kebinngungan pada masyarakat, sebab mereka belum diberitahu secara spesifik bagaimana sasaran 

dan kebijakan tersebut. 

Ini tidak sesuai dari teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) 

yang mengatakan bahwa sub variabel standar dan sasaran dalam kebijakan variabel harus terlihat 

jelas, agar nantinya tidak menimbulkan konflik.  

 

b. Ukuran Standar dan Sasaran Kebijakan  

Adapun dari Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa 

Kandris, yaitu masih terdapat banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas mengenai 

ukuran standar dan sasaran kebijakan tersebut, karena tidak adanya penyampaian informasi secara 

jelas dari pemerintah desa langsung kepada masyarakat. 
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Berdasarkan hasil observasi diatas terlihat bahwa sampah yang ada pada masyarakat Desa 

Kandris tidak terpilah secara benar karena tidak adanya sosialisasi mengenai cara-cara pemilahan 

sampah yang benar, dan karena program ini terbilang baru berjalan dan adanya iuran ketika ingin 

ikut membuang sampah dengan fasilitas desa, sebagian masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi 

dan memilih untuk membuang sampah secara sembarangan. 

 

c. Sumber Daya Non Manusia 

AdanySumber daya non manusia mempengaruhi dalam keberhasilan suatu implementasi, 

seperti kurangnya fasilitas yang ada membuat masyarakat berfikir bahwa kasus ini adalah 

kewajiban pemerintah desa untuk melengkapinya sebab, sudah ada dana yang diberikan oleh 

pemerintah untuk dikelola dengan baik yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat seperti 

penyediaan tong sampah, APD, dan hal lainnya. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dalam 

Agustino (2019:133-136) bahwa sub variabel sumber daya dengan indikator sumber daya non 

manusia turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. 

 

d. Keterlibatan Organisasi Informal 

Keterlibatan organisasi informal di suatu daerah sangat mempengaruhi sebuah 

implementasi, jika keterlibatannya tinggi maka dapat dipastikan sebuah implementasi berhasil 

dijalankan, namun jika keterlibatan organisasi informal nya memang rendah hal ini tentu 

menghambat jalannya sebuah implementasi dalam suatu daerah dikarenakan implementasi tersebut 

tidak terjalankan oleh pelaksana kebijakan secara baik. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-

136) bahwa sub variabel karakteristik agen pelaksana dengan indikator keterlibatan organisasi 

informal turut mendorong untuk keberhasilan dalam implemetasi kebijakan. 

 

e. Dukungan Sosial 

Faktor penghambat pada sub variabel lingkungan sosial, ekonomi, atau politik dengan 

indikator dukungan sosial masih kurang. Sebagian masyararakatnya lebih banyak memilih tidak 

ikut membuang sampah dengan desa karena enggan jika ikut membuang harus membayar iuran 

sedangkan melihat kondisi ekonomi semuanya mampu membayar iuran tersebut.  

Berdasarkan hasil observasi penyebab adalah masyarakat mempunyai lahan tersendiri untuk 

membuang sampah, masyarakat yang belakang rumahnya langsung dengan hutan lebih cenderung 

membuang ke hutan tanpa repot mengeluarkan biaya iuran untuk ikut membuang sampah dengan 

fasilitas desa. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat 

tentang bahaya membuang sampah sembarangan. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-

136) yang mengatakan bahwa sub variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan indikator 

kondisi ekonomi disebut lingkungan eksternal yang turut mendorong keberhasilan dari kebijakan 

publik. 

 

f. Dukungan Kondisi Ekonomi 

Masih kurang baik segi dukungan ekonomi meskipun banyak masyarakat yang tergolong 

mampu, namun lebih banyak masyarakat yang memilih tidak ikut kegiatan pengelolaan sampah. 

Maka tidak sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) 
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bahwa sub variabel dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dengan indikator kondisi ekonomi 

disebut lingkungan eksternal yang mendorong keberhasilan dari kebijakan publik. 

 

e. Dukungan Politik 

Masih kurangnya dukungan politik dalam pengelolaan sampah di Desa Kandris padahal jika 

alasannya terbentur karena anggaran alasan tersebut dapat diatasi jika anggaran dikelola untuk 

pengelolaan sampah bisa diakomodir dengan baik. Ini tidak sesuai dengan teori menurut Van Meter 

dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) yang mengatakan bahwa sub variabel lingkungan 

sosial, ekonomi, atau politik disebut lingkungan eksternal turut juga mendorong keberhasilan 

kebijakan publik. 

2. Faktor Pendorong 

a. Sumber Daya Manusia 

Indikator dari sumber daya manusia sudah dapat terlihat baik karena dari kegiatan ini terus 

berjalan, dengan sumber daya manusia yang mencukupi turut mendorong keberhasilhal kebijakan 

publik. Hal ini sesuai dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino ( 2019:133-

136) yang mengatakan keberhasilan sebuah proses dari implementasi kebijakakan sangat 

bergantung dengan kemampuan sumber daya manusia. 

 

b. Keterlibatan Organisasi Formal 

Karakteristik agen pelaksana sudah cukup baik terlihat dari keterlibatan organisasi formal 

yang turut mendukung pengelolaan sampah di Desa Kandris. Sudah sesuai dengan teori dari Van 

Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) yang mengatakan bahwa suatu keberhasilan 

proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana. 

 

c. Tanggapan Pelaksana Kebijakan 

Dari tanggapan pelaksana kebijakan pengelolaan sampah tersebut turut mendukung strategi 

dan kebijakan pengelolaan sampah, namun dalam hal tanggapan terhadap pelaksanaan pengelolaan 

sampah secara menyeluruh memang belum bisa dikatakan dengan baik karena keterbatasan dana 

yang berpengaruh terhadap sarana dan prasarana. Menurut teori dari Van Meter dan Van Horn 

dalam Agustino (2019:133-136) sudah sesuai dengan mengatakan bahwa sikap atau kecenderungan 

(Disposition) pelaksana sudah banyak brpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan 

publik. 

 

d. Dukungan Instansi Lain 

Dukungan dari instansi lain sudah cukup berjalan dengan baik karena adanya terjalin kerja 

sama yang turut mendukung kegiatan pengelolaan sampah berjalan dengan baik. Sudah sesuai 

dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) untuk melihat 

keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi dengan tanggapan pelaksana 

kebijakan. 

e. Koordinasi dengan Instansi Lain 

Adapun dalam koordinasi yang dijalani dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan sampah sudah cukup bagus sehingga suatu pengelolaan sampah dapat berjalan dengan 

baik. Menurut teori dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019:133-136) yang mengatakan 

bahwa dengan indikator koordinasi dengan instansi lain mempengaruhi tingkat keberhasilan proses 

implementasi dalam kebijakan public. 



 

 

Amalia Supianti, Reno Affrian, Barkatullah, Implementasi Kebijakan Pengelolaan| 75 

 

SIMPULAN 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Kandris belum berjalan dengan baik. 

Dari hasil wawancara yang belum berjalan sesuai dengan indikator yaitu: Pertama, kejelasan 

standar ddan juga sasaran kebijakan. Kedua, dari ukuran standar dan sasaran kebijakan. Ketiga, 

menurut sumber daya non manusia. Keempat, keterlibatan organisasi informal. Kelima, dukungan 

kondisi sosial. Keenam, dukungan kondisi ekonomi. Ketujuh, dukungan kondisi politik. Sedangkan 

kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan indikator yaitu: Pertama. Sumber daya manusia yang 

mencukupi. Kedua, terjalinnya keterlibatan organisasi formal dengan baik. Ketiga, adanya 

tanggapan pelaksana kebijakan yang cukup baik. Keempat, adanya tingkat komitmen pelaksana 

terhadap kebijakan yang cukup baik. Kelima, adanya dukungan dari instansi lain yang cukup baik. 

Keenam, tingkat koordinasi dengan instansi lain yang sudah cukup baik. 

. Faktor yang menghambat proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah antara lain: 

Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

sampah secara jelas. Kedua, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Ketiga, sarana dan 

prasarana serta fasilitas petugas kebersihan yang belum lengkap karena terbentur anggaran. 

Keempat, anggaran dana desa untuk pengelolaan sampah yang kurang terakomodir dengan baik. 

Adapun faktor-faktor yang mendorong proses Impelementasi Kebijakan Pengelolaan sampah antara 

lain: Pertama, kemudahan masayarakat dari petugas kebersihan yang menjemput sampah dari 

rumah ke rumah. Kedua, terjalinnya keterlibatan antara pemerintah desa dengan pihak Kecamatan 

dengan baik. Ketiga, tanggapan pelaksana kebijakan yang cukup baik dan berharap pengelolaan 

sampah di Desa Kandris lebih baik. Keempat, komitmen dari pelaksana untuk terus menghimbau 

masyarakat dan mengupayakan melayani masyarakat dalam pengangkutan sampah. 
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